SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 47 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
UTARA NOMOR 73 TAHUN 2025 TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN
PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE
RAKYAT (SP4N-LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perpindahan
Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, maka perlu
dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi
Utara Nomor 73 Tahun 2025 Tentang Tim Koordinasi
Pengelolaan Pengaduan Dan Petugas Sistem Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi
Pengaduan Online Rakyat (Sp4n-Lapor!) Di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang
Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Sulawesi Utara Nomor 73 Tahun 2025 Tentang Tim
Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Dan Petugas Sistem
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (Sp4n-
Lapor!) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Sulawesi Utara.

https:/ /jdih.kpu.go.id/




Mengingat
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Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4846);

Undang-undang (UU) Nomor 37 Tahun 2008
tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899);
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5038);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 245) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
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Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191)
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018
tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1726);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020
tentang Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Nasional dan Layanan Aspirasi
Pengaduan Online Rakyat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 650);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
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Menetapkan

KESATU

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat  Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
826);

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 211
Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan
Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan  Publik  Nasional Layanan Aspirasi
Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi
Utara Nomor 73 Tahun 2025 Tentang Tim Koordinasi
Pengelolaan Pengaduan Dan Petugas Sistem Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi
Pengaduan Online Rakyat (Sp4n-Lapor!) Di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI UTARA NOMOR 47 TAHUN 2026 TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 73 TAHUN 2026
TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN
DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI
PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR!) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI UTARA.

Menetapkan Tim Koordinasi dan Tim Teknis Pengelolaan
Pengaduan Dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan

Online Rakyat (Sp4n-Lapor!) Di Lingkungan Komisi
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Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana
terlampir pada lampiran Keputusan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 31 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd.

KENLY MEYDY POLUAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
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eknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI  PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 47 TAHUN 2026 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI UTARA NOMOR 73 TAHUN
2026 TENTANG TIM KOORDINASI
PENGELOLAAN PENGADUAN DAN
PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
NASIONAL LAYANAN ASPIRASI
PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-
LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UuMUM PROVINSI
SULAWESI UTARA.

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR!) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

No. Nama Jabatan Kedudukan Dalam Tim
1 2 3 4
1. | Kenly M. Poluan Ketua Pengarah
2. | Meidy Y. Tinangon Ke;tua Divisi Hukum Pengarah
an Pengawasan
3. | Meidy R. Malonda Sekretaris Pejabat Penghubung
Kepala Bagian Teknis
4. | Carles Y. Worotitjan Penyelenggaraan Admin UPP
Pemilu dan Hukum
5. | Doddy Adhi Pranawa Pelaksana Admin UPP

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 31 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd.

KENLY MEYDY POLUAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
TERIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
{eknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,
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